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ABSTRACT

The result of the research that the press coverage that can trigger the
conflict in the community can be concluded that: the news that can trigger the
conflict in society is through the right of reply (Article 5 paragraph [2] Act of
Press) and right of correction (Article 5 paragraph [3] . The right of reply is the
right of a person or a group of people to respond or refute to the news in the form
of facts that are detrimental to his good name, while the right of correction is the
right of everyone to correct or correct misinformation provided by the press, both
about himself and others. Article 10 of the Regulation of the Press Council
Number: 6 / Regulation-DP / V / 2008 concerning Ratification of Decree of the
Press Council Number 03 / SK-DP / III / 2006 on Journalistic Code of Ethics as a
Press Council Regulation ("Journalistic Code of Ethics") new journalist ethics),
which states that "Indonesian journalists immediately revoke, rectify, and correct
false and inaccurate news accompanied by apologies to readers, listeners, and or
viewers.

Keywords: Indonesian Press Law and Ethics In Accounting for Press Coverage
Which Can Spark Conflict In The Community

PENDAHULUAN

Idealnya suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan
fakta sesungguhnya. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga
mendistorsi fakta tersebut. Namun dalam realita media sebagai ruang publik

kerap tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa
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terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Dengan berbagai alasan
teknis, ekonomis, maupun ideologis, media massa selalu terlibat dalam penyajian
realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita
sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu juga turut men-dukung kebiasaan
media untuk meringkaskan realitas berdasarkan “nilai berita”. Prinsip berita yang
berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang
bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang menarik perhatian saja
yang ditonjolkan.
RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis
hukum dan etika persindonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan
persyang dapat memicu konflik di masyarakat?
METODE PENELITIAN

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif,
yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder belaka” (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004:13-14). Terkait
dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian
ini merupakan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan

hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis hukum dan etika pers Indonesia bertanggung jawab dalam

pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah sebagai

berikut:

1.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex

specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu

permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan
perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal
yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-
ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.

Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan
Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul Menegakkan
Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis,
Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers. Mercka menulis
bahwa UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang
pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan
memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang
timbul akibat pemberitaan pers (hal. xvii). Oleh karena itu, menurut
mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat
dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang

umum (lex generali). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal
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berlaku, lex specialis derogate legi generali. Ketentuan khusus
mengesampingkan ketentuan yang umum.

3. Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang
merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut Hinca dan Amir
menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk
penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung
jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh
perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers

wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka

melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung
jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang
usaha dan bidang redaksi.

4. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat
pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak
jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU
Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta
yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap
orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang

diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
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Hinca dan Amir (hal. 149-152) dalam buku tersebut juga menjelaskan

bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah

sebagai berikut :

l.

Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna
pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini
mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib
melayaninya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama
baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang
dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak
benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada
Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006
tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik
Jurnalistik™) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan
bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf
kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.
Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga
ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa

salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan
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mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang
berhubungan dengan pemberitaan pers.

3. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata
ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena
mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur
secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab
atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun
penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan
Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut
merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka
13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau
ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak
benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban
koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang
dimuatnya.
Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk
menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam

artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut The Jakarta

Post.Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir

atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas
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pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau
perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya
hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana.
Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara
tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun
2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA 13/2008").

Sebagaimana ditulis dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk

pada SEMA No. 13 Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008

dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik
pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari
Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers
tersebut secara teori dan praktek.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum
dan etika pers Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers yang
dapat memicu konflik di masyarakat dapat di simpulkan bahwa : pemberitaan
yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat
[2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak
seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak

koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan
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informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang
lain.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-
DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-
DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode
Etik Jurnalistik™) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan
bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita
yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca,
pendengar, dan atau pemirsa.Sebagai praktiknya, penggunaan hak jawab ini
dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana

terdapat dalam artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut The

Jakarta Post. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian
akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas
pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau
perusahaan pers.
SARAN
Sebagai penutup berdasarkan kesimpulan yang diperoleh seperti yang
telah disebutkan diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang
diperlukan dengan harapan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang
berkepentingan. :
1. Perlu pengaturan hukum yang tegas dan jelas mengenai delik pers. Untuk
menghindari terjadinya pengaturan yang tumpang tindih dan terjadinya

dualisme dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak
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pidana pers, maka hendaknya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak lagi
mengatur pasal-pasal yang telah dimuat dalam KUHP.

2. Perlu kehati-hatian dari Pihak Redaksi untuk memilih berita yang naik
cetak. Dengan adanya ancaman pidana denda terhadap perusahaan pers
yang cukup besar hendaknya perusahaan pers lebih hati-hati dan lebih
teliti dalam memilih karya tulis yang akan dimuat. Hal ini bertujuan untuk
menghindari terjadinya konflik hukum. Penggunaan Ombudsman pers
sangat diperlukan sebagai pengawas mutu berita.

3. Perlu kesadaran dari penegak hukum untuk menggunakan mekanisme
penyelesaian sengketa dalam UU Pers terlebih dahulu. Dilihat dari
banyaknya jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers melalui
Dewan Pers, alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan ini cukup
terbilang berhasil. Telah muncul kesadaran publik dan penegak hukum
bahwa hukum pidana bukan satu-satunya saluran untuk menyelesaikan
perkara. Mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah, insan pers maupun
masyarakat diperlukan untuk terus menjaga interaksi yang baik dan
mewujudkan Negara demokrasi yang pada akhirnya dapat menyediakan
informasi sekaligus pengawasan jalan pemerintahan demi kemajuan

Negara Republik Indonesia.
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